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KATA PENGANTAR

Presiden Keempat Republik Indonesia yang diangkat
berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 Hasil Pemilu

1999, sebagai Pengemban Mandataris MPR dinilai telah
melakukan Pelanggaran.

Untuk menjaga Stabilitas Politik dan Kesinambungan

Pembangunan, mandat tersebut telah dicabut melalui Sidang
Istimewa MPR.

Sidang Istimewa MPR menghasilkan Empat Ketetapan dan
Empat Keputusan. )

Untuk mensosialisasikan Keputusan MPR tersebut, Penerbit
mencetak dan menyebarluaskannya keseluruh Indonesia.

Harapan Penerbit semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2001
Penerbit
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